
BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 62 TAHUN 2021

PEDOMAN mm KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menurutmg Rumah Sakit Umum Daerah

melaksanakan pola tata kelola rumah sakit, Perlu

didukung dengan sumber Daya Manusia yang memadaL

kompeten dan profesional;

b・ bahwa peraturan Bupati Nomor lO T址un 2O14 tentang

Pedoman T址a Kelola Sumber Daya Manusia Rumah Sa址

Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai

Penyelenggara pcta penge101aan Keuangan Badan

Layanan umum Daerah Rumah Sa址Umum Daerah

Kabupaten Buleleng sndah tidak sesuai lagi dengan

Perkembangan hukum sehingga perlu ditirtyau kembali;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan∴∴∴sebaga血ana

dimaksud dalan huruf a dan huruf b’Perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang pedoman Tata Kelola Sumber

Daya Manusia Badan Layanan umum Daerah Rumah

Mengingat : 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2・ Undang-Undang Nomor 69址un 1958 tentang

Pemben亡ukan Daerah-daera掴hgkat II Dalam wilayah

Daerah-daerah皿gkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur ifembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambg血an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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3. Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2009　tentang

Pelayanan fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor l12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038) ;

4. Undang-Undang Nomor　36　Tahun　2009　tentang

Kesehatan叫embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 144’Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　5063) sebagaimana telah diubah

beberapa kali’terakhir dengan undang-Undang Nomor l l

Tahun 2020 tentang cipta Ke垂uembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

IJembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

5. Undang-Undang Nomor 44鴫hun 20O9 tentang Rumah

Sakit匹embaran Negara Republik Indonesia Tdhun 2OO9

Nomor 153, Tambahan IJembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O72) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor ll Tahun 2020 tentang cipta

Ke垂(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan IJembaran Negara Republik

Ifldonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12　Tbhun　2Oll tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undang紬uembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

T弧bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 T址un 2Oll tentang pembentukan

Peratura輯　perundang-undangan IJembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

7・ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara uembaran Negara Republik Indonesia T粗un

2014 Nomor 6’Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Peme血tahan Daerah (IJembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244’Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali’terakhir dengan undang-

Ufidang Nomor ll Tbhun 2O20 tentang cipta Ke軸

匝mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

245’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573) ;
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9. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan IJayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambah覗IJembar姐Negara Republik Indonesia Nomor

45O2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan

Atas Peraturan pemerintah Nomor 23　T址un　2005

tentang Penge101aan Keuangan Badan Layanan umum

(Lemb紬m Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor

171’Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia

Nomor 5340) ;

10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahu租2016 tentang

Perangkat Daerah山3mbaran Negara Republik Indonesia

Tdhun 2016 Nomor l14, Tambahan IJembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888らsebagaimana telah

diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun

2019　tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

11. Peraturan peme血tah Nomor ll Tahu租2017 tentang

Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tdhun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

Sebaga血ana telah diubah dengan peraturan peme血tah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Man車vmen

Pegawa王　Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 202O Nomor 68, Tambahan Lemba軸

Negara Republ主k Indonesia Nomor 6477) ;

12. Peraturan pemerintah Nomor 12 fahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah　申imbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

13・ Peraturan pemerintah Nomor 47 Tbhun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang perumahsakitan (Lembaran

NegaLra Republik Indonesia Tah皿2021 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6659);

14. Peraturan peme血tah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegavai Negeri Sipil uembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 202 1 Nomor 202タTambahan Lembaram

Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);
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1 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

97 1 /MENKES/PER/XI/2009 tentang standar Kompetensi

PQjabat Struktural Kesehatan;

16. Pe融ura鼠Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahu租2015

tentang Pedoman penyusunan perencanaan Kebutuhan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 705);

17・ Peraturan Menteri Dalam Nege正Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan produk Hukum Daera心(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36)

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang pembentukar]しProduk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan umum Daerah (Be正a Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomof 77 Ta血un 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

2O.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

7) sebagaima既tela血diubah beberapa kali, tera軸ir

dengan peraturan Daerah Nomor lO Tahun 2O21 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13

掲hun　2016　tentang pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tdhun 2021 Nomor lO, TambahaIl上Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 9) ;

21. Peraturan Bupati Nomor 53 T址・un 2O21 tentang

Pembentukan, KedudukaLn’Susunan organisasi’Tugas

dan Fungsi Serta Tdta Ke垂Rumah Sakit Umum Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor

53);
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Menetapkan : PERATURAN BU剛TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA

SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAY・ANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2・ Peme血tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng・

3・ Bupati adalah Bupati Buleleng・

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang seIa叫tnya d王singkat RSUD adalah unit

Organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara

PrOfesional melalui pemberian otonomi dalan pengelolaan keuangan dan

barang milik daera血serta bidang kepegawaian.

5. Direktur adalah Direktur RSUD.

6. Badan Layanan umum Daerah yang seIarfutnya disingkat BLUD adalah

Satuan Ke垂Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang

dibentuk u楓tuk memberik紬pelayanan∴kepada masyara瓦t berupa

Penyediaan barang dan/atau jasa yang d担tanpa mengutamakan

menCari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

Prinsip e鯖siensi dan produktivitas.

7. Dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakuk覗pengawas餌

terhadap pengelolaan RSUD.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selapjutnya disingkat PPK-BLUD

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktik-Pra亜k bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada maeyarakat dalam rangka

mem如kan kesgiv血teraam umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

Sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada

umumnya yang terd亜daLri perencanaan dan penganggaran, dokumen

Pelaksanaan anggaran, Pendapatan dan belaqja’Pengelolaan kas,

Pengelolaan piutang dan utang, investasi, Pengelolaan barang, akuntansi

dan pelaporan serta pertanggungjawaban’akuntabilitas kineねsurplus

9. Pegawai RSUD adalah pegawai yang beke垂pada RSUD yang terdi正atas

Pegawai Negeri Sipil’Pegawai Pemerintah Dengan pe咄ian Ke直Pegawai

中神dan Pegawai Kontrak Dengan peI]曲ian Ke直
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10. Pegawai Negeri Sipil yang sela叫tnya disingkat PNS adalah warg鼠negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu’diangkat sebagai Pegawal ASN

SeCara tetap oleh P車bat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan

1 1. Pegawai Pemerintah dengan pe画ian Ke垂yang sela垂直tnya disingkat

PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi eyarat tertentu,

diangkat berdasarkan peIja坤an ke垂untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12.地aga profesional Lainnya adala血orang yang am me画ankan tugasnya

13・ Pegawal Tctap adalah Pegawai RSUD yang diangkat oleh Bupati setelah

dinyata血i lulus∴Seleksi dafi memenuhi kebutuh組gu輔membamu

Pelaksanaan tugas yang bersifat teknis, PrOfesional’dan administrasi sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

14. Pegawai Ko血ak Dengan pe軸ian Ke直yang selar恥tnya disebut Pegawal

Kontrak adalah pegawai yang dipeke軽an untuk jangka waktu tertentu,

SeSuai kebutuhan setelah menempuh ujian dan dinyatakan lulus seleksi

dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan pe即Ian keriaしguna

membantu pelaksanaan tugas yang bersifat teknis profesional, atau

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampu餌organisasL

15. Tenaga Mitra adalah tenaga yang bukan Pegawai RSUD yang diperlukan

tenaga dan/atau keahliannya di RSUD yang dipeke軽an berdasarkan pola

kemitraan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan peraturan Bupati sebagal pedoman pola Tata Keioia

Sumber Daya Manusia yang jelas, Odyektif dan transparan agar tetap tumbuh

dan berkembang dengan kuaItas pegawai RSUD yang kompeten dan

Profesional.

T可uan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

a. memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;

b・ memberil祖n Peluang bagi Pegawai RSUD untuk mengembangkan karier

Sehingga memiliki motivasi untuk m如dan berdampak kepada kem如am

RSUD;

C. meningkatkan kine直Pegawal RSUD dan kepastian pemberian rezuard dan

d. meItiamin pelaksaLnaan manaiemen personalia be咄an dengan baik.
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Fungsi dan kegiatan man句emen Sumber Daya Manusia RSUD terdiri dari

a. fungsi perencanaan-Pendayagunaan antara la血:

1. perencanaan kebutuhan tenaga;

2. rekrutmen pegawai RSUD;

3・ Penilaian masa percobaan;

4. penempatan/pemindahan/rotasi/promosi;

5. penflaian dan pengukuran kine塙

6. pembuatan spesifikasi Jabatan;

7・ analisajabatan; dan

8. pemberdayaan/preyeksi pengembangan kompetensi.

b. fu櫨gsi pengupahan dan kesEjahteraan antara laim

l・ Sistem pengg郵an dan insentif;

2. kelengkapan penggedian pegawai RSUD baru/pindahan;

3. program asuramsi kesehatan/kecelakaan ke軸aminan hari tua; dan

4. pengelolaan pensiun.

C. fungsi kepersonaliaan antara lain:

1. pengelolaan data personil;

2. sistem infomasi Pegawai RSUD (simpeg);

3・ Penge租dalian absensi;

4. pengadministrasian cuti Pegawal RSUD;

5. kesepakatan ke寄asama;

6. pengaturan atribut Pegawal RSUD;

7. pemeriksaan kesehataLn;

8. pemilihan pegawai RSUD teladan;

9・ Pembinaan rohani; dan

lO. kontrak ke垂/surat keterangan dan lain-lain.

PELAKSANAAN POLA TAm KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

(1) Sumber Daya Ma皿sia RSUD terdiri atas pegawai Negeri Sipil, Pegawai

Pemerintah Dengan pe抽ian Ke南Pegawai Tctap dan pegawai Kontrak

Dengan pe車a坤an KeIja.

(2) Pola t抽kelola Sumber Daya Manusia di RSUD dilaks弧akan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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TAHAPAN POLA TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Tahapan pola tat嵐kelola Sumber Daya Manusia pada RSUD terdiri dari

a. Pengelolaan sumber Daya Manusia:

1. perencanaan kebutuhan tenaga;

2. rekru血en Pegawai RSUD;

3・ pe組地軸皿asa perc○ba租;

4. pen距an dan pengukuran kine垂; dan

5・ Pengelolaan pensiun.

b. man如men karier dengan ruang lingkup:

1. jalur karier;

2・ PrOmOSi;

3. rotasi;

4. demosi; dan

5. pendidika租dan la債han.

C・ kompetensi;

d. penghargaan pegawai RSUD;

e. pembinaan pegawai RSUD;

1 perawatan;

h. Keselamatan dan Kesehatan Ke垂(K3);

i・ Pemberhentian; dan

j. pensiun.

Bagian Kedua

Pengelolaan sumber Daya Manusia

用Pchyediaan sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses rekrutmen

SeSuai rencana kebutuhan tenaga dengan cara sebagai berikut:

a.meng叫Sulkan kebut血an tenaga dengan fomasi Calon pNS ke

Pemerintah Dae融しmelalui Bada租Kepegawa軸dafi Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah;

b・ mengusulkan kebutuhan tenaga dengan fomasi PPPK ke Pemerintah

Daerah melalui Badan Kepegawalan pchgembangan sumber Daya

Manusia Daera血;
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C・ melaksaLnakan rekru血en tenaga profesional lainnya dengan status

Pegawai Kontrak dan/atau Pegawai Ttlap dengan anggaran penggedian

dibebankan pada anggaran RSUD sesuai kebutuhan dan kemampuan

d.untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dilakukan dengan

mengajukan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Fakultas Kedokteran yang ada’melalui formasi Calon pNS atau

melakukan tahapan pegawai Tetap atau pegawai Kon咄;

e. untuk pemenuhan kebutuhan tenaga non profesi/non kesehatan

dan/atau ke垂pekarya rumah tangga dapat dilaksanakan sesuai

tahapan pegawai Tetap atau pegawai Kontrak.

(2) Ffroses rekrutme虹chaga Hofesional lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim rekru血en Pegawai RSUD ses血

dengan jumlah dan komposisi yang telah setujui oleh Palabat pengelola

Keuangzm Daerah.

(1) Calon peg鋤al Tctap dapat diangkat me垂di pegawai tetap setelah

me哩ani masa percobaan paling sed批1 tsatu) tahun dan paling lama 2

(dua) tahun kecuali pada profesi yang sangat dibutuhkan serta memenuhi

(2世rayaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:

a. Pen地an prestasi ke垂dan peri重aku paling rendah bemilai balk; dan

b. schat jasmani dan rohani u櫨tuk diangkat me垂di Pegawai Tetap.

(3) Sehat jasmani dan rohan土sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dinyatakan dalan bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh

dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

( 1) Penilaian kine直Pegawai RSUD d址sanakan secara:

a・ 〇両ek坤

b. terukur;

C・ akuntabel;

d. partisipa坤dan

(2) Penilaian軸ne軸sebaga血ana dimaksud pada ayat

SaSaran ke垂Pegawai RSUD sebesar 80% (delapan

Perilaku ke垂sebesar 2O% (dua puluh persen);

(3) Penilaian sasaran ke垂Pegawai RSUD sebaLgaimana

melipu宙

(1) didasarkan pada

Puluh persen) dan

dimaksud pada (2)

ukuran atau jumlah banyaknya hasil ke垂yang dicapai;

ukuran mutu setiap hasil ke垂yang dicapai; dan

ukuran lamanya setiap hasil ke垂yang dicapai.

a
 
b
 
C
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(4) Ketentuan lebih lar担t mengenai penilaian sasaran ke垂Pegawai RSUD

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

Pas瓢lO

(1) Pegawai RSUD berhak atas:

a. Penghas地m berupa gedi pokok dan penghasilan la血yang ditetapkan

Oleh RSUD;

b. cu匂

C. Perlindungan;

d. jaminan pensiun atau jaminan hari tua sesuai kemampuan RSUD; dan

e・ Pengembanga租karier.

(2) Perlindungan sebagaimana d血aksud pada ayat ( 1) huruf c berupa:

a. Jamman kesehatan;

b・ janinan kecelakaan keIja;

C. jaminan kematian; dan

d. bantuan hukum.

Bagian Ketiga

Manajemen Ka屯er

Man非men karier yang diterapkan di RSUD berbasis kompetensi dengan

tahapan sebagai behkut:

a. jalur ka正er;

b. promosi;

C. demosl;

d・ Pengembangan karier;

e・ rOtaSi Pegawai RSUD;

f. disiplin; dan

g・ Pemberhentian Pegawai RSUD.

Jalur karier sebagaimana dimaksud pada Pasal l l huruf a dibagi mer寄adi 4

(empat〉 jalur yaitu:

a. jalur karier Perawat untuk tenaga perawat:

1. jalur karief Perawat untuk Jabatan Fungsio租al:

a) Perawat dengan pendidikan D3 atau Sl/Ners ditempatkan sebagai

tenaga fungsional (perawat pelaksana) ;

b) setelah memiliki masa ke直±3 (tiga) tahun bila dipandang cakap dan

mamPu Serta memenuhi ayarat Jabatan Perawat tersebut dapat

diangkat mer寄adi Ketua Tim Perawat; atau
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C) sela郎血ya setelah 3 (tiga) tahun kemudian untuk Perawat D3 dan 2

(dua) tahun untuk Perawat sI Ners bila dipandang cakap dan mampu

Serta memenuhi ayarat Jabatan dapat diangkat menjadi Kepala Ruang

蹄干awa屯n.

2. jalur karier Perawat untuk Jabatan struktural:

a国ur karier struktural bagi Perawat hanya diperuntukkan bagi

Perawat yang berpend土dikan minimal S l / Ners;

b) untuk menduduki Jabatan struktural Pera駒t sl/Ners ha皿s

memfliki masa ke垂sekurang-kurangnya 3 (tiga圧ahun; atau

C) untuk Jabatan Struktural w郵b memenuhi perayaratan Jabatan.

b・ jalur karier Tenaga Medis/Dokter Umum dan Dokter Spesialis:

1. jalur karie宣・ Pada Jabatan F‘u組gsional:

a) Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi sebagai Pegawai baru

dipeke咄an sebagai tenaga medis/Jabatan Fungsional sesuai dengan

keahl王annya ;

b) Dokter umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi setelah memiliki masa

ke垂3 (tiga) tahun bisa dianggap memenuhi eyarat dapat diangkat

me可adi Kepala Kelompok Staf Medis; atau

C〉 Dokter Umum dengan masa ke垂sekurang-kurangnya l tsatu) tahun

bila dianggap meme軸uhi ayarat dapat dian軸t me車di Ccr剛飽融ger

dan diangkat melalui笹伽d pr{Peγ bila diperlukan.

2. jalur karier Struktural:

a) Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi apabila memenuhi ayarat

jabatan dapat diangkat dalam jabatan struktural;

b) Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi yang diangkat dalan

jabatan struktural adalah yang telah memiliki masa ke垂sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun; atau

C) Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi yang dapat diangkat w郵b

mengikuti ketentuan sebagaimana dituangkan dalam penetapan

P匂abat RSUD.

C. jalur karier kesehatan Lainnya (Teknis Kesehatan);

1. jalur karier Profesional:

a) tenaga teknis kesehatan (Apoteker’Pranata Laboratorium Kesehatan,

Radiografer’Nutrisionis, Fisioterapis’Ttknik Elektromedis, Sanitarian

dan Perekam medik sebagai pegawai baru dipeke軽an sebagai tenaga

fungsional sesuai dengan keahliannya;

b) setelah memiliki masa ke車3 (tiga) tahun bila memenuhi eyarat

jabatan dapat diangkat sebagai Kepala Instalasi;

2. jalur struktural:

a) sebelum menduduki Jabatan Struktural untuk tenaga kesehatan

diw却bkan memil亜pendidikan minimal Sl atau D3　memiliki

Pengalaman di bidangnya;

b) memiliki persyaratan Jabatan sebagaimana ketentuan yang berlaku

dalam penetapan pQjabat RSUD; atau
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C) Jabatan Struktural yang dapat diduduki oleh tenaga kesehatan adalah

Jabatan Struktural yang memungkinkan tidak perlu d距bat oleh

SeOrang Dokter.

d. jalur karier Non Kesehatan/Struktural:

1. jalur karier Staf/Pelaksana/Pengelola l :

a) Tenaga Non Kesehatan yang hanya memiliki pendidikan SD s.d SLTA

ditetapkan sebagai Tenaga Pelaksana;

b) Tenaga Non Kesehatan yang dalam Jabatan Pengelola serendah-

rendahnya memiliki masa ke寄a 3 (tiga) tahun, Pendidikan D3

dan/atau SIJm dianggap berpengalaman/ Sert掘kasi/telah mengikuti

diklat tertentu; dan

C) Jabatan Pengelola sebagaimana d血aksud pada huruf b yaitu

bendaharawan’bendaharawan barang mer可adi orang ke-2 (dua) dalam

Struktur suatu unit ke車a di RSUD.

2. jalur karier Struktural:

a) Tenaga Non Kesehatan yang dapat diangkat dalam Jabatan S血uktural

yaitu yang dapat memenuhi persyaratan jabatan sebagalmana dalam

PenetaPan Pejabat RSUD;

b) PQjabat yang ditur互uk dalam suatu Jabatan Struktural di RSUD

apabila dipandang cakap dan mampu dapat dinaikkan Jabatan

Setingkat lebih tinggi bila memiliki masa keヰa sekurang-kurangnya 5

tahun dalam jabatan tertentu;

3・ memenuhi persyaratan Jabatan sebagaimana ketentuan yang berlaku

dalam penetapan persyaratan jabatan.

Pas血13

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 1 huruf b yaitu peningkatan

karier Pegawai RSUD dari Jabatan yang rendah ke Jabatan yang lebih血ggi

Sebagai penghargaan kepada Pegawai RSUD atas prestasi yang dicapai dalam

rangka merealisasikan pengembangan karier dengan tetap memperhatikan

jalur kaher yang telah ditetapkan dan perayaratan sebagai berikut:

a. tersedia posisi kosong;

b. sesuai jalur karier yang ditetapkan;

C. maSa keIja minima1 1 (Satu) tahun dari Jabatan terakhir;

d. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;

e. memenuhi ayarat administrasi kepegawaian; dan

f.∴ tidak sedang mer可alani hukuman disiplin atau proses kasus.

Pas瓢14

(1) Demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 1 huruf c merupakan bentuk

Pembinaan terhadap Pegawai RSUD yang tidak kompeten atau tidak

berprestasi atau karena hukuman disiplin melalui pemindahan dari

Jabatan ke level yang lebih rendah atau level Jabatan khusus atau dapat

Pula dikeluarkan dah Jabatan profesinya.
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(2) Demosi yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:

a・ demosi karena alasan tidak berprestasi atau kompeten dipindahkan ke

unit ke垂Iain dalam level yang sama atau level tertentu separtyang

terSedia formasi d覗kompetensi yang bersangkutan memenuhi ayarat

dan selaI事utnya diadakan evaluasi.

b・ demosi karena alasan hukuman disiplin dipinda血kan ke level jabatan

yang lebih rendah atau diberikan dengan tidak menjalankan fungsi

PrOfesi (untuk tenaga profesf。 selama kurun waktu tertentu dengan

PengaWaSan dan pembinaan mer直di tanggung jawab pada unit ke直

(1) Pengembangan Karier∴Sebagaimana dimaksud dalan Pasa1 1 1 huruf d,

melalui pola pendidikan dan pelatihan (Dikla乱

(2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator utana

untuk pengembangan sumber Daya Manusia dan mem蝿fungsi sebagai

a. pengk輩m kebutuhan pelatihan/掘れer Jveed Assesme職で(TNA);

b. penyusunan program pelatihan;

C. Pengembangan modul pelatihan;

d・ PengOrganisasian program pelatihan;

e. evaluasi pasca pelatihan;

f. pengelolaan perpustakaan/ e-的調r%

g・ Pengembangan komunikasi intra o喝misasi;

h. penyelenggaraan program konferensi′seminar/SymPOSium/bimbingan

teknis/妙Or氏s九ap;

i. pengembangan bisnis;

j. pengembangan budaya organlSaSl;

k. pengkaderan instruktur intemal; dan

l. pengkaderan Pemimpin.

Rotasi Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 1 huruf e melip血:

a. rOtaSi Pegawai Negeri S曲Pegawai Pemerintah Dengan periaIr。ian Ke南

Pegawa王Tetap dan Pegawai Kontrak Dengan peIjaI可ian Ke垂;

b. rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

1. penempat狙SeSeOrang pada peke軸an yang sesuai dengan pendidikan

dan keterampilannya;

2・ maSa ke寄a di unit tertentu;

3・ Pengalanan pada bidang tugas tertentu;

4. kegunaamya dalam menu面mg ka正er; dan

5. kondisi鱒sik dan psikis Pegawai RSUD.
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(1) Disip血sebagaimana dimaksud pada Pasa1 1 1 huruf f merupakan suatu

kondisi yang tercipta melalui proses dari serangkaian perilaku yang

menu垂直地an nilai-nilai ketaatan, kepatuhan’kesetiaan, keteraturan dan

ketertiban yang dituangkan dalam:

a・ daftar hadir;

b. 1aporan kegiatan; dan

C. Penilaian Prestasi Ke軸atau Sasaran Ke車Pegawai RSUD.

(2) Thgkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai RSUD meliputi:

a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan’teguran te血1is

dan pemyataan tidak puas secara tertulis;

b. hukuman disiplin sedang, yang ter軸dari penundaan kenaik軸脚

berkala untuk paling lana l (Satu圧ahun, Penurunan gati sebesar satu

kali kenaikan ga:ji berkala untuk paling lama l (satu) tahun, dan

Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama l (satu) tahun;

C・ hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat se血gkat

lebih rendah untuk paling lama l (Satu) tahun’Pembebasan dari jabatan,

Pemberhentian dengan homat tidak atas pemintaan sendiri sebagai

PNS/PPPK’dan pemberhentian tidak homat sebagai PNS/PPPK; dan

d. Direktur dapat mengusul血1∴rotasi Pegawai RSUD ke Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk

Pembinaan lebih lanjut.

Pemberhentian Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalan Pasal l l huruf g

meliputi :

a. pemberhentian Pegawai RSUD berstatus pNS dan PPPK dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

b・ Pembe血entian Pegawai RSUD berstatus pegawai鵬tap dan Pegawai Kontrak

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pembe血entian atas pemintaan sendiri dilaksanakan apabila Pegawai

Tetap dan Pegawai Kontrak mengg担kan pemohonan pemberhentian

Sebagai Pegawai RSUD pada masa kontrak dan/atau tidak

memperpar互ang masa kontrak;

2. pembe血entian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan

aPabila Pegawai Tetap dan Pegawai Ko咄ak telah memasu瞳masa ba重患S

usia pensiun sebagai be正kut:

a) batas usia pensiun tenaga medis 60 (enam puluh) tahun;

b) batas usia pensiun tenaga paramedis 58 quma puluh delapan) tahun;

C) batas usia pensiun tenaga non medis 58 (lima puluh delapan恒hun;

C. Pemberhentian tidak atas pemintaan sendiri dilaksanakan apabila Pegawai

Tetap dan Pegawai Kontrak melakukan血dakan-tindakan pelanggaran

SeSuai yang diatur dalam Keputusan Direktur.
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Bagian Keempat

Pengangkatan dan pemberhentian PQjabat Pengelola Badan Layanan umum

Daerah

Pasa119

( 1) P匂abat pengelola RSUD terd亜atas:

a. Direktur;

b. PQjabat Keuangan; dan

(2周abat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ay.at ( 1), diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan dan penempat軸p$abat p曲gelola RSUD

Oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur.

(4) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan p車bat Pengelola RSUD

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan

kriteria dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(5) Batas usia pensiun Pqjabat Pengelola RSUD untuk PNS disesuaikan dengan

Peraturan perundang-undangan, Sedangkan untuk Pegawai地ap diatur

maksima1 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kelima

Kriteria dan Tatacara pengangkatan pQjabat Pengelola Rumah Sa址Umum

Daerah

Paragraf Satu

Kriteria dan Tatacara pengangkatan Pemimpin Rumah Sa亜Umum Daerah

Pasa1 20

Direktur RSUD diusulkan berdasarkan kriteria:

a. harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di

bidang perumahsakitan.

b. pengalanan jabatan Direktur diutamakan pemah memimp王n Rumah Sakit

Kelas C dan/atau pemah mer直bat sebagai Wa脚Direktur Rumah Sa址

Kelas B paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

C. diutamakan telah mengikuti pela址an perumahsakitan meliputi

Kepemimpinan’Kewirausahaan’Re租ca櫨a strategis Bisnis, Rencana Aksi

Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tdhunan, Tata kelola Rumah

Sakit, Standar pelayanan MinimaL Sistem Akuntabilitas, Sistem

Remunerasi Rumah Sa址’Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

d. berstatus pegawai PNS atau PPPK atau pegawai T観ap.
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( 1) Tata cara pengangkatan Direktur dilakukan dengan prosedur J航nd pxpeγ

きeS川eh pihak independen terhadap para calon Direktur yang didasarkan

Pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasa1 20.

(2) Hasil短調d pxppeγ teS{ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Direktur.

(3) Pihak independen sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati’yang terdiri dari unsur teknis terkait弧tara lain

kesehatan’kepegawaian dan keuangan.

Paragraf dua

REteria dan Tata Cara Pengangkatan p車軸Keuangan

( 1) P匂abat Keuangan RSUD diusulkan berdasarkan kriteria:

a. berlatar belakang pendidikan paling sedikit SaIjana Ekonomi atau

b・ diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun

dalan bidang keuangan;

C・ diutanakan telah mengikuti pelatihan Rencana Aksi StrategL Rencana

Implementasi dan Rencana Tahunan・ Lapor弧pokok Keuangan,

Akuntansi, Rencana B土snis Anggaran dan Sistem Infomasi;

d・ berstatus pegaw証RSUD; dan

(2) Kompetensi sebagaidimaksud pada ayat ( 1) huruf e adala血berupa keahlian,

keterampilan’integritas, kepemimpinan, Pengalaman’dedikasi dan sikap

Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(1) Tata cara pengangkatan p祖bat Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud

dalan Pasa1 22 dilakukan melalui penilaian calon P車bat Keuangan oleh

(2) Berdasarkan penilafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

meng如kan nama calon beserta hasil penilaiannya kepada Bupati untuk

ditetapkan sebagai Wa蛸Direktur Keuangan selaku PQjabat Keuangan

RSUD.

Paragraf軸ga

Kriteria dan Tata Cara Pengangkatan pQjabat Teknis Pelayanan

(1) P車bat Teknis Pelayanan RSUD diusulkan berdasarkan軸teria:

a. berlatar belakang pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter dengan

Pendidikan SaIjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan;
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b. diutamakan memiliki pengalanan jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di

bidang pelayanan medik/ kesehatan ;

C・ diutamakan telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi

KepemmPman, Kewirausahaafi, Rencana S櫨ategis Bisnis, Rencana Aksi

Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola

Rumah Sakit’Standar Pelayanan Minimal’Sistem Akuntabilitas, Sistem

Remunerasi Rumah Sakit dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

d. berstatus Pegawai RSUD; dan

e. memiliki kompetensi.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah berupa

keahlian, keterampilan’integritas, kepemlmPman, Pengalaman, dedikasi dan

Sikap pe軸aku ya租g diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasa1 25

(1) Tata Cara pengangkatan PQjabat Teknis Pelayanan RSUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 24 dilakukan melalui penilaian calon P匂abat Teknis

Pelayanan oleh Direktur.

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

mengajukan nana calon beserta hasil penilaiannya kepada Bupati untuk

ditetapkan sebagai Wakil Direktur Pelayanan selaku P匂abat Teknis

Pelayanan RSUD.

Paragraf Empat

Kriteria dan Tata Cara Pengangkatan PQjabat Teknis Sumber Daya Manusia

Pasa1 26

( 1) PQjabat Teknis Sumber Daya Manusia RSUD diusulkan berdasarkan kriteria:

a. berlatar belakang pendidikan SaIjana dengan pendidikan SaIjana Strata 2

(dua) bidang kesehatan;

b. diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (髄ga) tahun

dalan bidang Sumber Daya Manusia;

C・ diutamakan telah mengikuti pelatihan KepemlmPman dan

Kewirausahaan’ Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan

Rencana Tahunan, Sistem Rekrutmen Pegawai, dan Sistem Remunerasi;

d. berstatus Pegawai RSUD; dan

e. memiliki kompetensi.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah berupa

keahlian? keterampilafl? integritas, kepemimpinan, Pengalamafi, dedikasi dan

Sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasa1 27

(1) Tata cara pengangkatan P匂abat Teknis Sumber Daya Manusia RSUD

dilakukan melalui penilaian calon P匂abat Teknis Sumber Daya Manusia oleh

Direktur.
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(2) Berdasarkan pen地an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

meng如kan nama calon beserta hasil penilaiannya kepada Bupati untuk

ditetapkan sebagai Wardl Direktur Sumber Daya Manusia selaku PQjabat

Teknis Sumber Daya Manusia RSUD.

BABIV

PEGAWAI BADAN IuAVANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Status Kepegawaian

Pas瓢28

(1) Pegawai RSUD terdih atas:

a.PNS;

b.PPPK

C. Pegawai Tetap; dan

d. Pegawai Kontrak.

(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan praktek bisnis yang sehat, Direktur

berkewqjiban menyusun pola Ketenagaan di masing-maSing unit ke垂yang

terdiri dari kuali批asi tenaga’beban ke垂dan jumlah tenaga yang

diperlukan.

( 1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat RSUD dapat menerima

atau meminta bantuan tenaga mitra yang terdiri dari :

a. Tenaga Medis; dan

b. Tenaga ahli laimya.

(2) Tenaga Mitra dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pola kemitra紬

atau peIja坤an ke垂sama yang disepakati oleh 2 (dua) belah pihak antara

Direktur dan Tenaga Mitra.

(1) Ketentuan kepegawaian Pegawai PNS dan PPPK mengikuti Peraturan

Perundangan - u ndangan.

(2) Ketentuan kepegawaian Pegawai Tetap dan Kontrak sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

S融us Pegawai Kontrak/Tetap mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Calon Pegawal Kontrak yang lulus seleksi penerimaan pegawai me哩ani

masa percobaan paling sedikit selana l (satu) bulan;

b・ Calon Pegawai Kontrak yang telah melalui masa percobaan dan dinyatakan

memenuhi ayarat diangkat sebagai Pegawai Kontrak.

C. Perayaratan Calon Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf b

adalah :
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1. Warga Negara Indonesia;

2・ uSia minimal 17価uh belas圧ahun;

3・ tidak pemah d距uhi sanksi pidana pe直a atan kurungaLn berdasarkan

Pu亡uSan Pengadilan yang sudah mempunyaji kekuatan hukum tetap

dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (l血a〉 tahun;

4. tidak pemah diberhen劇ran tidak dengan homat sebagai PNS’Pegawai

di lingkungan peme血tah atau sebaga壇gawai Swasta;

5. memiliki $asah sesuai dengan yang diperayaratkan;

6. surat keterangan catatan kepolisian yang dikel皿kan oleh pihak yang

berwenang pada tingkat Kabupaten/Kota;

7・ Surat keterangan tidak pemah mengkonsumsi atau menggunakan

narkotika’PS軸ropika, P樹rsOr dan zat adi軸Iainnya dari Dokter

8・ Pelamar yang dinyata血lulus tidak terikat dengan status pegawai pada

Instansi la土nnya; dan

9. pereyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerimaan pegawai Kontrak

( 1) Direktur diberi kewenangan melakukan penerimaan pegawai Kontrak untuk

memenuhi kekurangan tenaga sesuai dengan pola ketenagaan yang telah

(2) Pelaksanaan penerimaan peg翻ri Kontrak dilaksanakan oleh Tim

Rekru血en Pegawai yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Susunan皿Rekru血en Pegawaiterdiri dari unsur-unSur terkait di bidang

(4) Tata cara penerimaan pegawai RSUD sebagainana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktur atas usulan Tim Rekrutmen pegawai.

Bagian Ke缶ga

Pengangkatan

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi’Wajib menandatangani pe軸ian

ke直dan wajib mengikuti masa percobaan atau orientasi dengan masa

Waktu l (Satu) bulan.

(2) T址a cara pelaksanaan orientasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Calon Pegawai Ko咄ak dapat diangkat meqjadi Pegawai Ko血ak dengan

Keputusan Direktur setelah penandatanganan surat pe抽ian ke直

(4) Pegawai Kontrak dapat diangkat merindi Calon Peg翻al Tctap dengan

Keputusan Direktur.
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(5) Calon pegawai Tetap dapat diangkat mer直di Pegawai Tetap dengan

Keputusan Bupati.

(6) Setiap PegaLwh Tctap dapat diangkat oleh Bupati untuk menduduki

Jabatan sfuktural tertentu berdasarkan usulan Direktur.

(7) Setiap Pegawal Tctap dapat diangkat oleh Direktur untuk menduduki

Jabatan Fungsional/ Non Fungsional.

Bagian Keempat

Per寄e由mgan Pegawal購tap

( 1 ) Pe垂njangan Pegawai Tetap di亡etapkan dengan Keputus組Direktur.

(2) Kenaikan jertiang Pegawai Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas

usulan Direktur berdasarkan penilaian prestasi kine垂dan masa ke直

(3) Parameter penilaian kine垂ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4) Kenai血je吋ang Pegawai Tctap dapat diberikan se血gkat lebih tinggi

Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jerIfang terakhir yang

dimiliki.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak

Pasa1 35

Setiap Pegawai RSUD berkewqjiban :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik

Indonesia;

b・ menaa屯∴∴semua ketentuan peraturan peru櫨dang-undang組　dan

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh

Pengabdian’kesadarm dan tanggung JaWab serta meI直ga suasana dan

Semangat ke寄a;

C. meningkatkaI]し　Pengetahuan dan keterampilan untuk kelancam弧

Pelaksanaan tugas;

d. meruaga dan menylmPan rahasia RSUD kecuali atas perintah Direktur atau

P匂abat yang berw却b atas kuasa Undang-Undang;

e・ mengutamakan kepentingan RSUD di atas kepentingan p珊adi dan/atau

Pihak lain;

f. menjaga dan memelihara harta dan barang milik RSUD;

g・ melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang merugikan atau membahaya-kan RSUD terutama bidang keamanan,

keuangan dan materiil;

h. mencapai sasaran ke寄a yang ditetapkan;

i. mengg叩akan dan memelihara barang-barang milik RSUD dengan sebaik-

b菰knya;

jdih.bulelengkab.go.id



J. memberikan pelayanan prima kepada maayarakat secara professional, jujur

dan tidak diskrimina郎

k・ bersikap netral dari pengaruh semua goIongan dan partai politik dan untuk

me垂min ne咄tas tersebut’Pegaval RSUD dilarang merbedi anggota

dan/atau pengurus paLrtai politik; dan

l. melaksanakan tugas sesuaijam ke直

Setiap Pegawai RSUD mempunyai hak :

a. memPeroleh g印　yang layak sesual dengan pekeIjaan dan

tanggu ngj awabnya ;

b・ menyamPaikan pendapat; dan

C・ memPerOleh perlindungan atas :

1. keselamatan dan kesehatan ke南

2・ mOraL kesusilaan, Perlakukan yang sesuaidengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama;

3. setiap Pegawal RSUD yang tertimpa kecelakaan ke垂dalam me哩ankan

tugas kewedibannya berhak memperoleh perawatan;

d・ Setiap pegawai RSUD baik yang pNS’PPPK dan pegawal T。ap berhak

menerima remunerasi dan tambahan penghasilan sesual Peraturan

Perundang-undangan ; dan

e. pembe正an cuti.

Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 36 huruf e untuk Pegawai

Kontrak’Calon pegawai T。ap dan Pegavai tetap d土tetapkan dengan Keputusan

Direktur.

HARI KERJA, JAM KERJA DAN LEMBUR

Bagian Kesatu

Hari Keヰa

(1世gawal RSUD dengan sistem ke車non s梯beke直velama 5 (lima) hari

(2) Hari ke垂Pegawh RSUD dengan sistem ke垂s碑mengikuti jadwal jaga

ditentukan oleh Palabat yang bervenang.

(3) Jan ke垂dalan l固u) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tuth koma lima)

(4) Jan ke直dan hari libur bagi Pegawai RSUD dengan sistem keria non s梯

(5匝m ke垂dan hari libur pegawal RSUD dengan sistem ke垂s碑mengikuti

jadwal yang ditentukan oleh PQjabat yang beowenang.
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(6) Setiap pegawal RSUD w帥hadir pada waktunya dan mengisi dafum had土r

melalui sarana yang disediakan.

Bagia租Kedua

KeIja Lembur

(1) Pegawai RSUD dapat melaksanakan ke垂Iembur atas pe血tah atasan

langsung atau Direktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2匝gawal RSUD yang melaksanakan ke封embur bethak memperoleh nilal

kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BABVI

TU NJAN GAN

Bagian Kesatu

Tu可angan Keluanga

Anggota Keluarga pegawal Tetap yang tertanggung RSUD untuk mendapat

tunjangan keluarga melipu宙

b・ anak kandung dan anak angkat yang te址mendapatkan penetapan

Pengadilan dan maksimal sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun serta

belum beke車atau menikah; dan

C. jumlah anak yang ditanggung paling banyak 2 (dua恒ang.

Bagia血Kedua

Perkawinan dan perceraian

Apabila te画i perkawinan antar pegawal RSUD, maka suami istri tidak

diizinkan beke垂dalam l (Satu) Bagian/Instalasi yang sama.

(1) Setiap percenalan yang dilakukan peganal RSUD mengikuti ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal te軸i perubahan status hubungan antara pegawai RSUD

denga虹stri atau suami akibat perceraia皿, maka RSUD akan mengiku債

ketentuan sesua工Keputusan pengadilan.
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BABVⅡ

KES EJAHTERAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

G却da皿Tu可angan

( 1) RSUD menganut sistem penggedian yang disusun berdasarkan goIongan gari

dan prestasi ke垂Pegawal RSUD diurutkan sesuai dengan status pegawai

(2) Sistem penggedian’besaran ggiv tudyangan, uang kompensasi dan pesangon

ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan RSUD.

(1) G却pokok Pegawai tetap ditentukan berdasarkan goIongan pegawai yang

(2) Ruang/goIongan merupakan besar紬、 ruPiah dalam skala軸mulai dari

gaji pokok terendah sanpa工tertinggi.

(3) Kenaikan ggiv pokok Pegawai Tctap berdasarkan pada masa ke直

(1) Komponen tur直vgan keluanga pegawal抽ap sebagaimana dimaksud

dalam ptsa1 40 melekat pada gafi pokok pegawai yang dibayarkan setiap

awal bulan berikutnya.

(2) TuHjangan Jabatan diberikan kepada Pegawal Tctap yang menduduki

(3) Turtiangan atau pendapatan lain dapat diberikan kepada Pegawai Tetap

melalui Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan

RSUD.

Apabila Pegawai RSUD mulai dipeke軽an pada hari yang bukan aval bulan,

maka g卸nya diperhitungkan secara proporsiona] sebanyak jumlah hari

kalender pegawaitersebut tercatat mulai beke直dibagi dengan 30 (tiga puluh)

ha正.

Pajak penghasilan atas gap dan penerimaan lainnya dibebankan kepada

Pegawai RSUD.

( 1) Pemotongan ggiv yang dibebankan pada pendapatan bulanan pega煽Tctap

digunakan untuk iuran pesangon me垂di janinan pensiun.
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(2) Pemotongan gafi karena untuk iuran pesangon dan lainnya ditetapkan

dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Kesehatan

Bantuan biaya perawatan kesehatan yang diberikan RSUD meliputi Pegawai

Kontrak, Calon Pega血Tctap dan pegaval Tetap mendapatkan bantuan

kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ke債ga

Jaminan sosial

Jaminan sosial diberik紬kepada Pegawai Tetap berupa uang pesangon sesuai

ketentuan Direktur.

BABVⅢ

PELANGGARAN DISIPLIN

( 1) Bentuk pelanggaran disiplin oleh Pegawal RSUD dapat berupa ucapan,

tulisan dan/ataLu Perbuatan.

(2) TThgkatan hukuman disipl土n bagi Pegawai RSUD terdiri da正:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

(3) ParaLmeter Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di亡etapkan

dengan Keputusan Direktur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Hukuman disiplin kepada Pegawai RSUD yang terbu馳melakukan

Pelanggaran disiplin meliputi :

b. teguran tertulis dari atasan langsung dan′atau dari kepala bagian yang

mem bawahinya;

(2世心apan hukuman disiplin sebaga血ana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
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BABIX

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

( 1 ) Pembe血entian Pegawai RSUD dapat dilakukan apabila:

a. atas permintaan sendiri;

b・ menCaPai batas usia pensiun;

C・ diberhentikan dengan tidak homat; dan

d. d土berhentikan karena melakukan一血dak pidana/pelanggaran/

Penyelewengan.

(2) Pemberhentian PNS/PPPK dapat dilakukan apabila:

a. atas pemintaan sendiri;

b. mencapai batas usia pensiun;

C. melakukan tindak pidana/pelanggaran/penyelewengan;

d・ meninggal dunia;

e・ melakukan tindakan asusila;

f. membawa minuman keras;

g・ membawa obat terlarang seperti narkoba atau pecandu narkotika ; dan

h. tidak sehat jasmani/rohani.

(1世gaval RSUD yang berakhir masa ba舶nya atau karena alasan tertentu

dapat diberhentikan oleh Direktur untuk Calon Pegawai Kontrak dan

Pegawal Kontrak, Sedangkan bagi Pegawai Tetap dibe血entikan oleh Bupati.

(2世mbe血entian ditetapkan secara dengan homat atan tidak dengan homat.

(3世mbe血entian Pegawai RSUD tidak menghilangkan kewajiban dan hak yang

bersangkutan selama mepjadi Pegawai RSUD.

(1) Hubungan ke垂Pegawai RSUD dengan RSUD akan putus pada saat

Pegawai RSUD mencapai usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dan

Tenaga Medis 60 (enam puluh) tahun.

(2) Pegawal PNS be血ak atas Masa Persiapan pensiun sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

Pegawai RSUD yang tidak sehat jasmani/rohani sebagaimana dimaksud dalan

輪sa1 53 ayat (2) huruf h berdasarkan rekomendasi Dokter sehin鶉r tidak

dapat melakukan tugasnya akan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan

Peru ndang- u ndangan.

jdih.bulelengkab.go.id



Pegawai fetap atau pegawai Kontrak yang ingin mengundurkan diri dapat

memutuSkan hubungan ke垂dengan cara mengedukan pemohonan tertulis

kepada Direktur paling lambat l (Satu) bulan sebelum tanggal pengunduran

d王正.

(1) Dalam hal pe血bangan kebutuhan prelktik bisnis yang sehat, Peg鋤al

Tetap dam Pegawai Kontrak dapat diberhentikan dengan homat.

(2) Pemberhentian pegawai Tetap sebagaimana d血aksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Pegawal Tetap menerima pemberhentian secara te血is

dari Bupa債paling lambat l (Satu) bul覗sebelum pemberhentian

(3) Pemberhentian pegawai Kontrak sebagainana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Pegawai Kontrak menerima pemberhentian secara te皿is

da正Direktur paling lanbat l (Satu) bulan sebelu皿pemberhentia皿

(4) Pegawai Tctap dan pegg血Kontrak yang diberhentikan sebagainana

_宣」_〇一〇〇_1臆臆臆　　1

dimaksud pada

Direktur.

ayat (1) be血ak mendapatkan kompensasi sesuai ketetapan

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Sanksi

(1) Penghangaan diberikan pada Pegawai RSUD sesual dengan sistem

remunerasi yang berlaku di RSUD.

(2匡mberian sanksi pada Pegawai RSUD ses血dengan sistem remunerasi

(3) Bentuk dan jenis tanda penghargaan sebagainana dimaksud dalan ayat ( 1)

(4)Pegawai Kontrak’Calon Peg鍋al Tctap’dan pegawai T。ap yang

mengundurkan diri tanpa pemberitahuan l (Satu) bulan∴Sebelum

mengundurkan diri tidak dapat diterima kembg皿untuk beke垂di RSUD.
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BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat peraturan Bupati ini mulai be血aku maka P地turan Bupati Nomor lO

Tahun 2014 tentang pedoman Tbta Kelola Sumber Daya Manusia Rumah Sa址

Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Penyelenggara pola Pengelolaan

Keunngan Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2O 14 Nomor 62)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupa虹血i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya’memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Buleleng・

Diundangkan di Singaraja

Pada tangga1 31 Desember 202 1

Ditetapkan di Singar勾a

Pada tangga1 31 Desember 202 1

SEKREmRIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
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